
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasii Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Mer.engah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaaniiya dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan,

meliputi per] cembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioiitas pembangunan Daerah, kerangka

ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana

program dan i kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih |

tahun anggaran sebelumnya harus digun
untuk berjaten;

enteri Dalam Negeri Nomor 86 TahunPeraturan M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

i. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
yang tidak Jiesuai asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerahgka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencina program dan Kegiatan RKPD Tahun
2018, dan jkeadaan yang menyebabkan saldo
anggaran letih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun 2018, perlu dilakukan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten B ^mbana Tahun 2018;

d. bahwa sesuei ketentuan dalam pasal 343 ayat (1)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018

rENTANG

BUPATI BOMBANA
TAHUN 2018

PRO¥I1SI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN
NOMOR

Menimbang

PERUBAHAN



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Pe*encanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran IVegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4310);

Pengelolaan dan Tanggung JawabPemeriksaan

Kabupaten Bombana Tahun 2018.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaiaan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor  47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Und^ng Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan  Kabupaten  Bombana,  Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor  144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4.Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang

Peraturan Bupati Bombana tentang

Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah
membentuk
Perubahan

;. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 354

(ayat 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah daii Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah dijadikan sebagai bahan
Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah;
d. bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Mengingat



1. Peraturan Remerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Neara

Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor
Tambahan liembaran Negara Republik Indo
Nomor 5887)

Pemerintah Nomor  39 Tahun 2006
Cara Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan;

0. Peraturan

tentang  Tata
Pelaksanaan

Nomor 4578) j

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005
tentang Pen^elolaan Keuangan Daerah (Lembara

Negara Repu^lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

^ara Republik Indonesia Nomor 4700);

-  2025 (Lembaran Negara Republik

Lembaran Ne

Indonesia Tahun 2007 Nomor  33, Tambahan
Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keuangan antara Pemerintah Pusat

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

6. Undang-

Perimbangan
dan Daerah
Tahun 2004



22.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2

Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahi
2017-2022;

Kabupaten Bombana Nomor 6
:entang Rencana Pembangunan Jangka

Tahun 2005 - 2025;

Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3
tentang Pembentukan dan Susunan

Kabupaten Bombana;

Daerah

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
Pedoman Penyusun, Pengendalian,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

21. Peraturan Daerah

Tahun 2017
Panjang Daenah

20. Peraturan

Tahun 2016
Perangkat

9.Peraturan Menteri

2016 tentan^
dan Evaluasi
Tahun 2017;

Indonesia Tahun 2015, Nomor 3);
-2019  (Lembaran Negara RepublikTahun 2015

8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

Jangka
Pemerintah

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang! Tata Cara Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Merjengah Daerah dan Rencana Kerja

Daerah  (Berita  Negara  Republik

Republik Indonesia Tahun 2015(Berita Negara
Nomor 2036);

Pembentukan Produk Hukum Daerah2015 tentang

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentan'g Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



4.  Bupati adalah Bupati Bombana.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah di daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2018.

BOMBANA  TENTANG
KERJA PEMBANGUNAN

BOMBANA   TAHUN

BUPATI
RENCANA

KABUPATEN

USKAN

ANGGARAN

PERATURAN
PERUBAHAN
DAERAH

MEMUT

Menetapkan

25.Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran 2018;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1
Tahun 20181 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Bombana  Tahun
Anggaran 2018;

24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana

telah di ubah dengan Perubahan Peraturan Bupati
Bombana Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2017
tentang  Rer.cana  Kerja Pembangunan  Daerah

Kabupaten Bombana Tahun 2018;



11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat Perubahan-RKPD
adalah dokumen perubahan kerja pemerintah

daerah pada periode tahun anggaran berjala

periode 1 (satu) tahun.untuk

9.Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah  yang  selanjutnya disingkat  RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode   5 (lima) tahun sejak dilantik sampai
berakhirnya jabatan Kepala Daerah.

10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah

8. Perencanaan Pembangunan daerah adalah

suatu proses untuk menentukan kebijakan

masa depan, melalui urutan pilihan, yang

melibatkan unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

menjadipemerintahyangurusan
kewen^ ngannya.

dan daya saing daerah sesuai denganpublik

Pembangunan Daerah adalah usaha yang
sistematika untuk pemanfaatan sumberdaya
yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan
pemerataanpendapatanmasyarakat,

kesempatan kerja, lapangan usaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

Peratuian Kepala Daerah yang selanjutnya
disingkat Perkada adalah Peraturan Gubernur
dan Peraturan Bupati/Walikota.

yang  menjadi  kewenangan

adalah

DPRD
pemerintahan

Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD

unsur pembantu Kepala Daerah dan

dalam  penyelenggaraan   urusan



Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaim
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tuj

berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

15. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan
maksud sebagai:

a.dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah; dan

b.pedoman penyusunan KUPA dan Perubahan

PPA3

(2)KUPA dan  Perubahan  PPAS  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan
Pemerintah  Daerah  kepada  DPRD untuk

dibahas    sebagai   landasan   penyusunan
rancangan perubahan APBD.

;n perencanaan dan penganggaran yangdokum

14. Rencar a Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya   disingkat    RKA-SKPD  adalah

13. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang selanjutnya disingkat
Perubahan PPAS adalah perubahan program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan

Perubatian Rencana Kerja dan Anggaran.

1 (satu) tahun.periode

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen
yang memuat kebijakan perubahan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

perubaian asumsi yang mendasarinya untuk

(3)

12.



perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

2018

Pasal4

RKPD  Tahun  2018  sebagaimana
dalam pasal  3  adalah  dokumen

Perubahan
dimaksud

digunakan untuk tahun berjalan.

Perubatian RKPD Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a.kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

b.target sasaran pembangunan daerah;

c.prioritas pembangunan daerah;

d.penambahan   dan/atau   pengurangan

program dan kegiatan perangkat daerah; dan
e.target  kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisaikan dari Peraturan Bupati ini.

tahun  anggaran  sebelumnya  haruslebih

Pasal3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD
dan dokumen perencanaan lainnya sebagai
perencinaan program dan kegiatan yang

disusun dengan landasan adanya
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka

ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana

program kegiatan RKPD berkenaan, dan
keadaaan yang menyebabkan saldo anggaran

menyelaraskan antara perencanaan dan

penyeleiggaraan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018.

(3)

(2)

(1)



TAHUN 2018 NOMOR

8
Ditetapkan di Rumbia

BO

BANA,

018

BERIT

H.B

KABUPATEN_EQN
SEKRETARIS DAERAH

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal ^ '

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

an?an
penempatajinya
Bombana.

diundangkn

Agar setiaj)

pengund;

PasalS

Bupati ihi mulai berlaku pada tanggalPeraturan

2_

3


